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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu  generasi muda Yyang
melanjutkan cita-cita pejuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan nasional. Dalam rangka menjadikan sumber daya manusia yang
bermutu dan sanggup memimpin turut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus
demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, dan
masyarakat serta perlindungan dari semua kemungkinan yang hendak mengancam
keselamatan mereka dan bangsa di masa depan.*

Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masihdalam kandungan, menurut Pasal satu (1) angka satu (1), Undang-Undang
35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak korban kriminal adalah anak
yang merasai penderitaan fisik, mental, sosial, akibat perbuatan jahat orang lain
yang memperoleh pemuasan kepentingan diri, yang berlawanan dengan hak dan
kewajiban pihak korban.?

Kejahatan merupakan kenyataan yang selalu melekat pada masyarakat, baik

itu dalam masyarakat tradisional atau modern, masyarakat agraris atau industri,

! Nasria, 2014, perlindungan Hukum pidana Bagi Anak di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
him. 206.
2 Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta,him.57



atau bahkan dalam masyarakat yang menurut pandangan orang kebanyakan
memiliki tingkat religiusitas yang lebih dibanding masyarakat umum. Tidak ada
masyarakat yang bersih dari kejahatan.

Kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan akan selalu menemukan daya
adaptasi diri seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Saparinah Sadli
mengatakan kejahatan adalah perilaku menyimpang sebagai suatu ancaman
terhadap kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan yang menjadi dasar dari kehidupan
atau keadaan sosial, dapat menimbulkan keadaan tegang individual maupun sosial,
dan menjadikan ancaman yang riil terhadap berlangsungnya ketertiban sosial.®

Masalah yang selalu dihadapi manusia datang saling berganti. Tidak pernah
tahu titik hadir (usia dan akhir). Manusia ditekan oleh problem yang dihasilkan
sendiri. Masalah ini menjadikannya sebagian manusia yang kehilangan maksud
dan tujuan. la memiliki hasrat dan tuntutan yang diikat nafsu, tetapi karena
harapan berlebihan, tidak berhasil dikekangkan dan dididik, ini mengakibatkan
problem yang dihadapinya makin tidak sedikit dan bermacam-macam.*

Kejahatan persetubuhan adakalanya dilakukan secara perseorangan dan
adakalanya juga dilakukan secara bersama-sama. Dalam praktik sering terjadi
lebih dari seorang terlibat dalam perbuatan persetubuhan mereka bersama-sama

melaksanakan kejahatan. R.Soesilo menafsirkan kata persetubuhan menurut

3 G. Widiartana, 2009, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatani, Univ
ersitas Atma Jaya, Yogyakarta, him.89.
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Mahkamah Agung Belanda 5 Februari 1912 (W.9292) sebagai peraduan antara
anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk
memperoleh anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota
kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.’

Kejahatan persetubuhan yang dilakukan seorang dan kejahatan persetubuhan
yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari seorang melakukan suatu
kejahatan adalah apabila seorang melakukan suatu perbuatan kejahatan
persetubuhan maka seorang sajalah yang dipidana sedangkan apabila lebih dari
seorang melakukan perbuatan kejahatan persetubuhan maka para-para pelaku yang
melakukan perbuatan tersebut wajib dipidana.

Korban kejahatan persetubuhan sering kali adalah anak kaum lemah mental,
jasmani, dan sosial. Pengertian ini penting dalam rangka mengembangkan usaha-
usaha untuk melindungi, melayani para korban persetubuhan.

Persetubuhan memiliki salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang
membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan
persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan masyarakat dan
kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan
suatu keluarga.® Kejahatan tersebut kelihatanya meningkat secara kuantitas,

sehingga mengakibatkankan keresahan di kalangan masyarakat.’

> Andika Wijaya, dkk, 2016,Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, Jakarata, him. 183.
® Abdul Wahid, dkk, Op, Cit, him. 11.
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Nursyahbandi Kantjasungkana berpendapat, masalah persetubuhan dengan
kekerasan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi
perempuan terhadap kepentingan sosial pria. Citra seksual anak yang telah
menempatkan dirinya sebagai objek seksual orang dewasa ternyata mempunyai
keterlibatan. Dalam kehidupan sehari-seharinya, anak selalu berhadapan dengan
pemaksaan dengan kekerasan dan penyiksaan baik secara psikis dan fisik.®

Unsur keterpaksaan yang dialami korban anak dalam persetubuhan itu
biasanya didahului oleh perlawanan sebagai wujud ketidak setujuan atau
penolakan.® Namun begitu, ketika korban persetubuhan ini termasuk anak-anak
dan cara operandinya turut secara bersama-sama dan/atau diikuti dengan perbuatan
dengan kekerasan yang misalnya berakibat penderitaan psikologis pada korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Tindak pidana
persetubuhan terhadap seorang anak termaktub dalam Pasal 81 jo Pasal 76D ayat
(1), yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagiamana dimaksud pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 81 ini menunjuk pada ketentuan Pasal 76D yang selengkapnya

berbunyi:

8Ibid, him. 14.
° Ibid, him. 42.



“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”.10

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat Kabupaten Halmahera
Tengah ialah kejahatan persetubuhan anak di karenakan kejahatan persetubuhan
anak yang paling banyak di tanggani oleh pihak Kepolisian Resort Weda.
Menurut Bripka Muhammad Rijal Kemhai Kepala Unit Perlindungan perempuan
dan anak pada tahun 2017 kejahatan persetubuhan anak terdapat 1(satu) kasus dan
pada tahun 2018 kejahatan persetubuhan meningkat 4 (empat) kasus. Oleh karena
itu dari 5 (lima) kasus tersebut penulis meneliti 1 (satu) kasus kejahatan
persetubuhan Anak yang dilakukan secara bersama-sama penulis jadikan sebagai
bahan penelitian dengan kronologinya yaitu :

Pada hari Jumat 23 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 WIT, terdapat 1(satu)
kasus persetubuhan anak yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus ini
terdapat 1 (satu) korban atas nama Miranda Idrus Alias Lala berusia 15 (lima
belas) tahun dan terdapat 3 (tiga) pelaku atas nama Alfairan Jen Alias Iran berusia
16 (enam belas) tahun, Rijal Mansur Alias Rijal berusia 31 (tigapuluh satu) tahun,
dan Kasim Mutalib Alias Kasten berusia 24 (duapuluh empat) tahun yang
berlokasi di MTS Fastabiqul Khairat dan SMK Negeri 4 Halmahera Tengah, jalan

Woyo Kaywan Bomdi, Dusun I, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara.!

%Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
1Hasil wawancara Bripka Muhammad Rijal Kemhai, tanggal 27 september 2019, Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak, Polres Weda.



Kejahatan persetubuhan anak yang dilakukan secara bersama-sama adalah
suatu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada
pada masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kaidah agama dan kaidah
adat-istiadat, sekaligus berlawanan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak. Akan tetapi dari waktu ke waktu kejahatan itu selalu tumbu
dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut di atas maka pihak penegak hukum khususnya
Kepolisian Resort Weda harus berperan aktif dalam penegakkan hukum dan upaya
penanggulangan kejahatan persetubuhan anak. Agar supaya terciptanya ketertiban
dan keamanan dalam masyarakat.

Berangkat dari deskripsi latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian secara ilmiah untuk melihat secara empiris tentang peranan
korban kejahatan persetubuhan dan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan
persetubuhan khususnya yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah.
Pendekatan yang dipakal dalam penelitian ini menggunakan prespektif
viktimologi, studi viktimologi menggunakan sudut pandang korban sebagai basis
kajiannya sehingga dalam penelitian akan mengangkat secara komprehensif
mengenai permasalahan kejahatan persetubuhan anak yang dilakukan secara

bersama-sama yang ditangani oleh Kepolisan Resort Weda.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran korban sehingga terjadinya kejahatan persetubuhan ?
2. Bagaimana hubungan antara korban dan pelaku kejahatan persetubuhan ?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran korban sehingga terjadinya kejahatan
persetubuhan.

2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara korban dan pelaku kejahatan
persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah
pengetahuan serta sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum khususnya
hukum pidana.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran,
sumbangsih dan masukan kepada mahasiswa fakultas hukum, civitas
akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya, serta
meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan

permasalahan yang diteliti.



